Menimbang :

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DI KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

a.bahwa untuk mendorong peningkatan arus investagaeliah dan untuk

mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif Khbupaten
Kendal, maka perlu didukung dengan penyelenggarpalayanan
penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) gfasien, sederhana,

mudah, dan biaya yang proporsional,

. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteridgardjan Republik

Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang PemanbBurat 1zin
Usaha Perdagangan, maka ketentuan Surat Izin UBahdagangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupatedal Nomor
26 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tatacara Peamblein Usaha
Industri, 1zin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Ggdaan Tanda
Daftar Perusahaan, sudah tidak sesuai dengan pealken dan keadaan

sekarang sehingga perlu diatur kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tepdauhuruf a dan

huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturanrdbag¢entang
Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabup&tewlal;



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Betukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawgdfesebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahurb I@6tang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan meigutadang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanaBakxerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengagnfdaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahankdagan Negara
Republik Indonesia Nomor 2757 ) ;

. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tent®engusutan,

Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi [aeam Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahankdagan Negara
Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telalerapla kali diubah
terakhir dengan Undang — Undang Nomor 36 Tahun 1@$@ang
Perubahan dan Tambahan Undang — Undang Darurat Ném@hun
1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Perafifefak Pidana
Ekonomi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahud I9omor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@©4)2

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib d&>d*erusahaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomd@ambahan

Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perksiaera

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Norhd6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&fai2)3

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usahal Kleembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakrabaelan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indendsahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndanB®mor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unbtleomgor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-UndangmMb8nTahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah l{hean Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahamharan
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);



10.

11.

12.

13.

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang PerdagaBgrjangka

Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@87 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nof#20)3

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangsakidk
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembddmgara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahankdagan Negara
Republik Indonesia Nomor 3817);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penet&gaaturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahu® 26ntang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebasdiméngang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah®® 2omor 251,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoO&3 )

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penet®gmaturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahu® 26ntang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasgSaiesmjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesiauii 2000
Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik IrslanBomor
4054);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangagara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Me@mpTambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbermmmhadNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ndmdambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtBleraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lsgoi@hun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indans®mor
4389) ;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembantdaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norh25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomdB7}4
sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir demgjadang- Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atdarignUndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeraml{aen Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahankdagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanavhaafal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 N@WpTambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persel@batas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Norh06,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notes )

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentangt®pan Mulai
Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, Hardari Hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Tifendah / Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentaedud®an
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Nedgepublik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan LembaragardeRepublik

Indonesia Nomor 3079) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentamgUWsaha Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 N@fapTambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentatgbRsi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Norhd9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@9 4

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentanggeR#aan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonEsiaun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Inslanomor
4578) ;



22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentandon®an
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PensrinBderah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Norh65,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@8 4 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentantbBgian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dd&@hnsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran rideBapublik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaragardeRepublik

Indonesia Nomor 4737 ) ;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Bange,

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Pegtunatéemgan ;

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentangerk&itDan
Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutupgn D
Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan RinBidPenerimaan
Modal;

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentangDBftlang Usaha
Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dergsyaratan Di

Bidang Penanaman Modal,

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || KeNdahor 1 Tahun
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Limggan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kendal ( Lembaran Daekabupaten
Daerah Tingkat Il Kendal Tahun 1988 Nomor 1 SeN@ 1 );

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tah¥ 28ntang

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan PemerintahlmarP yang

menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah KabupatemdaKe
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Ndmd@eri E No.

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Noty;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tah¥ 28ntang
Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daeralkadupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun R@ior 20 Seri
D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kéxwialor 18);



30.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahw¥ 26ntang
Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga T&aesah, Unit
Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Piajdalbupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun R@@ior 21 Seri
D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kéxaialor 19);

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan
BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Kendal.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daefaagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupatenakend

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati aAdEkpala Daerah

Kabupaten Kendal.

Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi batangjasa seperti
jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukecag berkelanjutan
dengan tujuan pengalihan hak atas barang ataudemsgan disertai

imbalan atau kompensasi.

Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk wmadpangnjalankan
kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersitg,tberkelanjutan,
didirikan bekerja dan berkedudukan dalam wilayalgane Republik

Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan tinlaba.



10.

11.

12.

13.

14.

Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan galamjutnya
disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izingydiisi oleh
Perusahaan yang memuat data-data perusahaan uetoemoleh Surat
Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya wiselJP adalah

Surat 1zin untuk dapat melaksanakan kegiatan ysaltgagangan.

Perubahan Perusahaan adalah perubahan data paruyaing meliputi
perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, t alkanéor
perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal kikayaan

bersih, kelembagaan, kegiatan usaha dan barandfgsagan utama.

Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yaogaka&n unit atau
bagian dari perusahaan induknya yang dapat berk&dunddi tempat
yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendau aertugas untuk

melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan iradlukny

Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang dadértimewakili
kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu tkegidan atau
pengurusannya menurut kewenangan yang telah ddmmtisesuai
dengan yang diberikan.

Kepala Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnyagksit Kepala UPT
adalah Kepala Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten desmtaku pejabat
penerbit SIUP.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retritagdlah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemlzenidartentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemaridtaerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah perusahaan atau badan yaunmt peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk métak pembayaran

retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongaibustrtertentu.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulapdaghimpunan
obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnydusty penentuan
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiataraglean retribusi

kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetgaann



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutisgbdt SKRD adalah

surat keputusan yang menentukan besarnya retténusang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yatgngutnya disebut
SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang mer@mt jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kmetiitbusi lebih besar

dari pada retribusi yang terutang atau tidak sedmgauterutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar gatenjutnya disebut
SKRDKB adalah surat keputusan retribusi yang merk@mt jumlah
rertribusi  terutang, jumlah kredit retribusi, jurla kekurangan
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi adtrasis dan jumlah
yang masih harus dibayar.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnyabdisSSRD adalah
surat yang oleh wajib retribusi digunakan untukakekan pembayaran
atas penyetoran retribusi terutang ke Kas Daeral t@mpat lain yang
ditunjuk oleh Bupati.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnyabdis STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atanksaadministrasi
berupa bunga atau denda.

Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian tkagemungutan
retribusi daerah yang diawali dengan penyampaieat peringatan, surat
teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewvajibntuk

membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribaisgyterutang.

Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperolehasesatau untuk
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatny suaktu tertentu

dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-lndan

Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tinuakang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutaygebut Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dendbaiti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusigyaerjadi serta
menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik hadia, pejabat atau
pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewen&hgsus oleh

Undang-undang untuk melakukan penyidikan.



24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negjgii tertentu yang
diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan mbkgn terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB |1
JENIS SIUP
Pasal 2

(1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagarggdnmemiliki
SIUP.

(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dar
a. SIUP Kecil;
b. SIUP Menengah;dan

c. SIUP Besar;

Pasal 3

(1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2(aydiuruf a, wajib
dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan maakdkayaan bersih
(netto) seluruhnya sampai dengan Rp 200.000,000,00 (dws jata
rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tengaditau

(2) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud dalam PasatZ2yhuruf b,
wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengadaindan kekayaan
bersih (netto) seluruhnya di atas Rp 200.000,000,00 (dua rattes ju
rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima natasrupiah), tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal Z2yatruf c, wajib
dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan madakdkayaan bersih
(netto) seluruhnya di atas Rp 500.000.000,00 (lima rata jupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
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Pasal 4

(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud daRasal 2 ayat (1)

dikecualikan terhadap :
a. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilars&wssan;

b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentd&nbaukum atau
persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelséndiri oleh
pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdeitat;

c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagangipiladgn atau
pedagang kaki lima.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) thaah huruf c
dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yaergangkutan.

BAB |11
PENERBITAN DAN PEMBERIAN SIUP
Pasal 5

(1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)Rdsal 3,

diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusapasaagangan.

(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlakuk umielakukan

usaha perdagangan di seluruh wilayah negara Réduadlbnesia.

(3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikapada
pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan pamdgag atas nama
perusahaan.

(4) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatildibekepada
penanam modal dalam negeri dan kepada penanamaal asity sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di bidang @e@anmodal.
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BAB IV
MASA BERLAKU SIUP
Pasal 6

(1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan megalakegiatan

usaha.

(2) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud paiddlpywajib
melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahuwerdpat penerbitan
SIUP.

BAB V
PELIMPAHAN PENERBITAN SIUP
Pasal 7

(1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP séfnampa
dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kepala UPT.

(2) Apabila UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bhbru
nomenklatur, maka tugas dan fungsi UPT tersebuaikshiinakan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tdgasungsi di

bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 8

Kepala UPT atau pejabat yang bertugas dan bertagggawab dalam
pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaidnaaksud dalam
Pasal 7, dalam menerbitkan SIUP, harus berdasadesmendasi dari
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung bjadia bidang

perdagangan.

BAB VI
PERSYARATAN SIUP
Pasal 9

(1) SP-SIUP baru diajukan kepada Kepala UPT dengan isigagnulir SP-
SIUP dengan melampirkan dokumen persyaratan.
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(2) Formulir SP-SIUP sebagaimana pada ayat (1) diehihllanjut dengan
Peraturan Bupati.

(3) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangahi mgmilik atau
pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagdirgtas meterai

cukup.

(4) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahaagib
melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dandatangani oleh

pemilik atau pengurus atau penanggung jawab pesasgberdagangan.

(5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada (dyatdalah
sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupbkgran tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
TATA CARA PENERBITAN DAN PENOLAKAN SIUP
Pasal 10

(1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejatieimanya SP-SIUP dan
dokumen persyaratan secara lengkap dan benar,&Ke&pal menerbitkan

SIUP, dengan ketentuan sebagai berikut;
a. warna putih untuk SIUP Kecil;

b. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
c. warna kuning untuk SIUP Besar;

(2) Format SIUP yang diterbitkan oleh Kepala UPT selmagaa dimaksud
pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan PeratBapati.

Pasal 11

(1) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilaiurbellengkap
dan/atau benar, Kepala UPT membuat surat penolpé&aerbitan SIUP
kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hafjakirhitung sejak
tanggal diterimanya SP-SIUP.
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(2) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat meegakembali
permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimanaliyetragpkan dalam

Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN
Pasal 12

(1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atewwdkilan
Perusahaan wajib melapor secara tertulis kepagal&&JPT di tempat
kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahdamgan

melampirkan dokumen persyaratan.

(2) Format dokumen persyaratan sebagaimana dimaksadayadtl (1), diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejaterima laporan dan
dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada (dyastecara
lengkap dan benar, Kepala UPT mencatat dalam Bulegisker
Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahdan
membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada dmala®pan

fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.

(4) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana kisoné pada ayat (3)
berlaku sebagai SIUP bagi Kantor Cabang atau PdamaRerusahaan
untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesdadlékan Kantor

Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

BAB I X
PERUBAHAN DAN PENGGANTI SIUP YANG HILANG/RUSAK
Pasal 13
(1) Setiap terjadi perubahan data perusahaan pemildggypus atau
penanggung jawab perusahaan perdagangan wajib jukagesSP-SIUP
perubahan kepada Kepala UPT dengan menggunakaruliiordan

dokumen persyaratan.
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(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diehih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada(Byahengacu

pada Pasal 9 ayat (5).

(4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejaiterima SP-SIUP
perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkadpedar, Kepala
UPT menerbitkan SIUP perubahan.

(5) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik atau peag atau
penanggungjawab perusahaan perdagangan yangndjarssn wajib
mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada &epRIT di
tempat kedudukan perusahaan dengan melampirkan nmaoku

persyaratan.

(6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejaterina permohonan
penggantian SIUP dengan dokumen pendukung seceyleale dan benar,
Kepala UPT menerbitkan SIUP Pengganti.

BAB X
NAMA, SUBYEK, DAN OBYEK RETRIBUSI
Pasal 14

Dengan nama retribusi pelayanan SIUP dipungutretriatas jasa pelayanan

penerbitan SIUP.

Pasal 15

(1) Obyek retribusi adalah setiap jasa penerbitaliPSlilakukan oleh Kepala
UPT kepada masyarakat.

(2) Subyek retribusi adalah orang pribadi dan/atedan hukum yang

memperoleh jasa penerbitan SIUP.
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BAB XI
PENGGOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 16

(1) Retribusi SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal tddnasuk

golongan retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi SIUP sebagaimana dimaksud pada ayatydng terutang
dipungut di wilayah Daerah.

BAB XII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA SIUP
Pasal 17

(1) Tingkat penggunaan jasa SIUP diukur berdasarkaegkat SIUP sesuai
dengan modal dan kekayaan ber@iktto) seluruhnya selain tanah dan

bangunan tempat usaha.

(2) Kategori SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (djritelari SIUP
Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar.

BAB XIll
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUS

Pasal 18

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif ustrl®lUP adalah untuk
menutup sebagian atau sama dengan biaya operagiengklenggaraan
SIUP, meliputi :

a. biaya penerbitan dokumen izin;
b. biaya administrasi/penatausahaan;
c. biaya dampak negatif atas penerbitan izin;dan

d. biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengayadan penegakan

hukum guna melindungi kepentingan dan ketertibanmam
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BAB X1V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 19

(1) Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan SHUE, kbdak

dikenakan biaya.

(2) Setiap perusahaan pemilik SIUP yang mengajukan gieynan

pendaftaran ulang, dikenakan retribusi sebagakiseri
a. SIUP Kecil sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribtah)pi

b. SIUP Menengah sebesar Rp 150.000,00 (seratus luh#h gibu
rupiah);dan
c. SIUP Besar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus wijialn).
(3) Perubahan dan penggantian SIUP yang hilang atal hagi perusahaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dikenalkya

administrasi.

(4) Pemerintah Daerah harus mencantumkan besaran belyagaimana
dimaksud pada ayat (2), pada papan pengumuman digergpatkan di
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertagggwab di bidang

perdagangan atau PelayananTerpadu Satu Pintu.

BAB XV
TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN
Pasal 20

(1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daedddh petugas yang
ditunjuk.

(2) Untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaidenaksud pada
ayat (1), Bupati menunjuk pegawai yang berwenanigksanakan tugas
sebagai Pemegang Kas Pembantu Penerimaan Retribusi.

(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksuda pagat (2)

disetorkan ke Kas Daerah secara bruto.
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BAB XVI
MASA RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 21

Masa retribusi terutang adalah pada saat diteteqykaSKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan yang merupakan batas waktentu bagi wajib

retribusi untuk membayar retribusi.

BAB XVII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 22
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ataurdek lain yang

dipersamakan.

(3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pegawai yamgngik oleh Bupati

yang berfungsi sebagai wajib pungut.

BAB XVIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 23

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakaKkadi Daerah atau

tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditkaitu

(2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat ditesbitya SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan .

BAB XIX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 24

(1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / suratykang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi whklhn segera setelah

7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
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(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surauteg / peringatan /
surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus ma&i retribusi yang

terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ikEluarkan oleh
pejabat yang ditunjuk .

BAB XX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUS

Pasal 25

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan p#anbebasan

retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebas#ibugie
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menigarha

kemampuan wajib retribusi dan kelancaran operakiona

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasidugieditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, PENGHAPUSAN / PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 26

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonamhetulan SKRD dan
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahks) kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan peratygrarundang-

undangan.

(2) Wajib  retribusi dapat mengajukan permohonan gpeangan,
penghapusan atau penghapusan sanksi adminisaagabunga dan
kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanéssebut dikenakan

karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karezsalahannya.
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(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonanu afgembatalan
ketetapan retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada (&ya
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurasgaksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mkmbatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaé@ara tertulis
oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabatgydiunjuk paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimaREKdan STRD dengan
memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan unt@adakung
permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan dimaksud pada ayat K2)udrkan oleh
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambatti§aj bulan sejak
permohonan diterima.

(6) Apabila setelah melewati 3 (tiga) bulan sebagainthmaksud pada ayat
(5), Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak mekdre keputusan,
maka permohonan pembetulan, pengurangan Kketetgaghapusan,
atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatai@amggap
dikabulkan.

BAB XXl

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan secara teridgada Bupati untuk
perhitungan pengembalian kelebihan retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaglesla ayat (1) atau
kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung hifpeigkan terlebih
dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi ashnaisi berupa bunga
oleh Bupati.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada aygarig)berhak atas
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkagan pembayaran
retribusi selanjutnya.
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Pasal 28

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang mésikisa setelah
diadakan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasaldi#rbitkan
SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimangermohonan

pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana kdiuth pada ayat (1)
dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambafd2a) bulan sejak
diterbitkan SKRDLB

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakugetelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupaemberikan
imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas ketsatam pembayaran

kelebihan retribusi.

Pasal 29
(1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pdsabayat (1),
diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku sabadpukti
pembayaran.
(2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi seibaga dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (3), dilakukan dengan menarbit&urat Perintah

Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XXIII
LARANGAN
Pasal 30

(1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

a. yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/agiat&n usaha,

sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;

b. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkaj |

keuntungan yang tidak wajangdney game);
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c. perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistemala@njangsung
(single level marketing atau multi level marketing);

d. perdagangan jasa survey;dan/atau
e. Perdagangan Berjangka Komoditi.

(2) Pedagang BesanMhole Saler) dilarang melakukan kegiatan sebagai
Pedagang Pengeqgtetailer) dan Pedagang Informal.

BAB XXIV
PELAPORAN
Pasal 31

(1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaHanse® 6 (enam)
bulan berturut-turut atau menutup perusahaanny# wagnyampaikan
laporan secara tertulis kepada Kepala UPT disafésan  penutupan

dan mengembalikan SIUP asli.

(2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayaegdala UPT

mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

(3) Format Keputusan Penutupan Perusahaan sebagainmaksdd pada
ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

(1) Kepala UPT harus menyampaikan laporan perkembasjai serta
penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal daegizn Dalam
Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran $2¢taan dengan
tembusan kepada Bupati dan Kepala Satuan KerjaflatDaerah yang

bertanggung jawab di bidang perdagangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diskampasetiap 6
(enam) bulan sekali.
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BAB XXV
SANKSI ADMINISTRAS
Pasal 33
(1) Pemilik, Pengurus atau Penanggung jawab Perus@texdagangan yang
telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan selmagna dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasddsal 30, dikenakan

sanksi administratif berupa Peringatan Tertuli#r&depala UPT.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada(&ydiberikan paling
banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggamagitu 2 (dua) minggu

terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluatdah Kepala UPT.

(3) Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksuc @aat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

(1) Pemilik, Pengurus atau Penanggung jawab Perus#edagangan yang
telah memiliki SIUP yang tidak menghiraukan periaga tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) layrafau Pasal 31
ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pEméntian sementara
SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksial gyat (1)
dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan meageln Keputusan
Pemberhentian Sementara SIUP.

(3) Format Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP aetmtn
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengarafran Bupati.

Pasal 35

(1) Pemilik, Pengurus atau Penanggung jawab Perus&#eadagangan yang
telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan seipagaa dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi admitifdbexupa Pencabutan
SIUP.

(2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada aydildklikan oleh
Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keput&@stabutan
SIUP.
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(3) Format Keputusan pencabutan SIUP sebagaimana dichplsia ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

(1) Setiap pengusaha yang memiliki SIUP Kecil yang eéan
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 By&4gsal 3 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal d&ncam
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atauddepaling banyak
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap pengusaha yang memiliki SIUP Menengah yarejakukan
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 By&4gsal 3 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal d&ncam
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atauddepaling banyak
Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(3) Setiap pengusaha yang memiliki SIUP Besar yang kukém
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 By&dsal 3 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal d&ncam
pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atauddepaling banyak
Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ).

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayaydt (2), dan ayat (3)
adalah pelanggaran.

Pasal 37

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkundg@@merintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk nulak penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaandimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada gyatélah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti kagan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidatipusi daerah

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi llebgkap dan jelas;
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b. menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangamenan orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan ddagukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan reatdbasah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang giriatau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retridaesiah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dekunhain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retritharsrah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanti buk
pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, swagikukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksaragas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang guaikan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan seddaggsang dan
memeriksa identitas orang/atau dokumen yang dibsetagaimana
dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindaagidi bidang
retribusi daerabh;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya daarilsa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancapamyidikan
tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum gydrertanggung

jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekian
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pekgithya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Nagd&epublik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatumdaladang-Undang

Hukum Acara Pidana yang berlaku.
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BAB XXVII
PEMBINAAN
Pasal 38

Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tulgas tanggung
jawabnya di bidang perdagangan melakukan pembidaarevaluasi dalam

penyelenggaraan penerbitan SIUP di Daerah.

BAB XXVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

(1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar dan SIUP Pk yang
diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daeratetap berlaku selama

perusahaan tersebut masih menjalankan usaha pegdega

(2) Penerbitan SIUP berdasarkan ketentuan ini dilaksanpaling lambat 6

(enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Da@rah

(3) Selama belum diberlakukannya penerbitan SIUP ménketentuan
dalam Peraturan Daerah, ketentuan mengenai peeri@tUP dan
besarnya tarif retribusi SIUP dilaksanakan sesusmgdn Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2001 teratgntuan dan
Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Udd@alagangan, Tanda

Daftar Gudang, dan Tanda Daftar Perusahaan.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah irkarkatentuan mengenai
SIUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerahpidsdu Kendal Nomor
26 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemb&in Usaha

Industri, I1zin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Ggiddan Tanda Daftar
Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal N@drahun 2001

Seri B No. 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlak
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Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pelagigan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaranabaéabupaten
Kendal.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

Cap ttd.

SITI NURMARKES

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 29 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Cap ttd.

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2008
NOMOR 11 SERI C NO. 1
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DI KABUPATEN KENDAL

UMUM.

Untuk mendorong peningkatan arus investasi di dgeraintuk mendukung
terwujudnya iklim usaha yang kondusif, dan untuknomebuhkembangkan dunia usaha,
baik dunia usaha dalam skala kecil, menengah, nmabesar di Kabupaten Kendal, maka
perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanag ilemh berkualitas di bidang

penanaman modal dan dunia usaha.

Hambatan dalam pelayanan penanaman modal di Dgarahsering dikeluhkan
oleh penanam modal dan dunia usaha selama inirtisbpekrasi yang kurang efisien,
kurangnya kepastian hukum di bidang penanaman mbdaja ekonomi yang kurang
bersaing, kurangnya iklim usaha yang kondusif diabg ketenagakerjaan, serta
kurangnya keamanan berusaha, secara bertahapdiaengahi. Untuk mengatasi hal itu,
Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yangipcubesar. Untuk dapat
mengemban dan melaksanakan tanggung jawab tersBbuatgerintah Daerah perlu
melakukan terobosan dan langkah konkret. Oleh kaien untuk dapat meningkatkan
arus penanaman modal dan untuk menumbuhkembangkam disaha di Daerah
sehingga lebih efisien dan mempunyai produktiviy@ng tinggi, maka Pemerintah
Kabupaten Kendal harus mampu meningkatkan day@ siarah dalam penarikan arus

investasi.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan Pemeridatupaten Kendal guna
mendukung peningkatan arus investasi dan pengerabahgiia usaha di Daerah adalah
dengan melakukan deregulasi di bidang penerbitaat $2in Usaha Perdagangan (SIUP)
sehingga pelayanan SIUP dapat lebih efesien, saa@rhmudah, dan biaya yang

proporsional.
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Sementara itu, dengan diberlakukannya PeraturarteMdPerdagangan Republik
Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pemanbi Surat Izin Usaha
Perdagangan, maka ketentuan Surat Izin Usaha Rewgiag sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26 TahWi 26ntang Ketentuan dan
Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Ufadi@lagangan, Tanda Daftar Gudang,
dan Tanda Daftar Perusahaan, sudah tidak sesugamgrerkembangan dan keadaan

sekarang sehingga perlu diatur kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka psgmbentuk Peraturan

Daerah tentang Retribusi Surat I1zin Usaha PerdagadgKabupaten Kendal.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas



Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas

29



Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas

30



Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 39

31
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG RETRIBUSI SURAT [ZIN
USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN
KENDAL

DOKUMEN PERSYARATAN SIUP

I. PERMOHONAN SIUP BARU
a. Perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas:

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;

Fotokopi Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada);

Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukuserm@an Terbatas
dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung héRieektur Utama
Perusahaan;

Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasiauperusahaan; dan
Foto Penanggung jawab atau Direktur Utama Perusaltagan 3 x 4 cm (2
lembar).

b. Perusahaan berbadan hukum koperasi:

1.

2.

3.
4.

Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telahendapatkan
pengesahan dari instansi yang berwenang;

Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) Penanggung haatau Pengurus
Koperasi;

Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang loksshi&dJKoperasi;dan
Foto Penanggung jawab atau Pengurus Koperasi uBuahcm (2 lembar).

c. Perusahaan yang berbentuk CV dan firma :

1.

2.

3.
4.

Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta aNst yang telah
didaftarkan pada Pengadilan Negeri;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik ataungueus atau
penanggung jawab perusahaan,;

Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasiauperusahaan; dan
Foto pemilik atau pengurus atau penanggung jawallspbaan ukuran 3x4
cm (2 lembar).

d. Perusahaan yang berbentuk perorangan :

1.

2.
3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atamngeggung jawab
perusahaan;

Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasiauperusahaan;dan
Foto pemilik atau penanggung jawab perusahaan nk3x4cm (2 lembar)

[I. PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG
a. SIUP Asli;
b. Neraca perusahaan (tahun terakhir khusus umttdepan terbatas);dan
c. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokakiaugarusahaan.
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PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN

PERUSAHAAN

a. Fotokopi SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang tdikgalisir oleh Pejabat
Penerbit SIUP;

b. Fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang/Pelarakerusahaan;

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan SuranhuRpikkan sebagai
Penanggung jawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusatiaa

d. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasiaukantor Cabang/Perwakilan

Perusahaan.

PERMOHONAN PERUBAHAN

a.

b
C.
d.
e

Surat permohonan-SIUP;

SIUP Asili;

Neraca perusahaan (tahun terakhir khusus untulenoens terbatas);

Data pendukung perubahan;dan

Foto pemilik atau penanggung jawab perusahaan nldxécm (2 lembar).

PERMOHONAN PENGGANTIAN

a.

b.

SIUP yang hilang:

1. Surat Permohonan;

2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;

3. Fotokopi SIUP yang lama (apabila ada); dan

4. Foto Pemilik atau Penanggung jawab PerusahaanmuBuracm (2 lembar).
SIUP yang rusak:

1. Surat Permohonan;

2. SIUP Asli; dan

3. Foto Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaanmuadecm (2 lembar).

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

Cap  ttd.

SITI NURMARKES
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PERAT.

UuU 18/1997 JO

NO RAPERDA SIUP MENTERI PP 66/2001
PERDAGANGAN UU 34/2000
1 2 3 4 4
1 | Pasal 1 angka 1
2 | Pasal 1 angka 2
3 | Pasal 1 angka 3
4 | Pasal 1 angka 4 Pasal 1 angka 1
5 | Pasal1angka5 Pasal 1 angka 2
6 | Pasal 1 angka 6 Pasal 1 angka 3
7 | Pasal 1 angka 7 Pasal 1 angka 4
8 | Pasal 1 angka 8 Pasal 1 angka 5
9 | Pasal 1 angka 9 Pasal 1 angka 6
10 | Pasal 1 angka 10 Pasal 1 angka 7
11 | Pasal 1 angka 11
12 | Pasal 1 angka 12 Pasal 1 angka 26
13 | Pasal 1 angka 13 Pasal 1 angka 31
14 | Pasal 1 angka 14 Pasal 1 angka 13
15 | Pasal 1 angka 15 Pasal 1 angka 34
16 | Pasal 1 angka 16 Pasal 1 angka 35
17 | Pasal 1 angka 17
18 | Pasal 1 angka 18
19 | Pasal 1 angka 19
20 | Pasal 1 angka 20
21 | Pasal 1 angka 21
22 | Pasal 1 angka 22
23 | Pasal 1 angka 23
24 | Pasal 1 angka 24
25 | Pasal 1 angka 25
26 | Pasal 1 angka 26
26 | Pasal 1 angka 27
28 | Pasal 1 angka 28
29 | Pasal 1 angka 29
30 | Pasal 1 angka 30
31 | Pasal 2 Pasal 2
32 | Pasal 3 ayat (1) Pasal 3 ayat (1)
33 | Pasal 3 ayat (2)
34 | Pasal 3 ayat (3) Pasal 3 ayat (2)
35 | Pasal 4 Pasal 4
36 | Pasal5ayat (1), (2) Pasal 6 ayat (1)
37 | Pasal 5 ayat (3)
38 | Pasal 5 ayat (4)
39 | Pasal 5 ayat (3) Pasal 6 ayat (2)
40 | Pasal 5 ayat (4) Pasal 6 ayat (3)
41 | Pasal 6 Pasal 7
42 | Pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (3)
43 | Pasal 7 ayat (2)
44 | Pasal 8 Pasal 10
45 | Pasal 9 ayat (1) Pasal 11 ayat (1
46 | Pasal 9 ayat (2)
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47 | Pasal 9 ayat (3) Pasal 11 ayat (2

48 | Pasal 9 ayat (4) Pasal 11 ayat (3

49 | Pasal 9 ayat (5)

50 | Pasal 10 ayat (1) Pasal 12 ayat (1)

51 | Pasal 10 ayat (2)

52 | Pasal 11 ayat (1) Pasal 12 ayat (2)

53 | Pasal 11 ayat (2) Pasal 12 ayat (3)

54 | Pasal 12 ayat (1) Pasal 13 ayat (1)

55 | Pasal 12 ayat (2)

56 | Pasal 12 ayat (3) Pasal 13 ayat (2)

57 | Pasal 12 ayat (4) Pasal 13 ayat (3)

58 | Pasal 13 ayat (1) Pasal 14 ayat (1)

59 | Pasal 13 ayat (2)

60 | Pasal 13 ayat (3)

61 | Pasal 13 ayat (4) Pasal 14 ayat (2)

62 | Pasal 13 ayat (5) Pasal 14 ayat (3)

63 | Pasal 13 ayat (6) Pasal 14 ayat (4)

64 | Pasal 14 Amanat Ps.24
UU 34 /2000

65 | Pasal 15 ayat (1) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

66 | Pasal 15 ayat (2) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

67 | Pasal 16 ayat (1) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

68 | Pasal 16 ayat (2) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

69 | Pasal 17 ayat (1) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

70 | Pasal 17 ayat (2) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

71 | Pasal 18 Amanat Ps.24
UU 34 /2000

72 | Pasal 19 Pasal 16

73 | Pasal 20 ayat (1) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

74 | Pasal 20 ayat (2) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

75 | Pasal 20 ayat (3) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

76 | Pasal 21 Amanat  Ps.24
UU 34 /2000

77 | Pasal 22 ayat (1) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

78 | Pasal 22 ayat (2) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

79 | Pasal 22 ayat (3) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

80 | Pasal 23 ayat (1) Amanat Ps.24

UU 34 /2000
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81 | Pasal 23 ayat (2) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

82 | Pasal 24 ayat (1) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

83 | Pasal 24 ayat (2) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

84 | Pasal 24 ayat (3) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

85 | Pasal 25 ayat (1) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

86 | Pasal 25 ayat (2) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

87 | Pasal 25 ayat (3) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

88 | Pasal 26 ayat (1) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

89 | Pasal 26 ayat (2) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

90 | Pasal 26 ayat (3) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

91 | Pasal 26 ayat (4) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

92 | Pasal 26 ayat (5) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

93 | Pasal 26 ayat (6) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

94 | Pasal 27 ayat (1) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

95 | Pasal 27 ayat (2) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

96 | Pasal 27 ayat (3) Amanat  Ps|24
UU 34 /2000

97 | Pasal 28 ayat (1) Pasal 30 ayat b6
UU 18/1997

98 | Pasal 28 ayat (2)

90 | Pasal 28 ayat (3) Pasal 30 ayat [/
UU 18/1997

100 | Pasal 29 ayat (1)

101 | Pasal 29 ayat (2)

102 | Pasal 30 Pasal 5

103 | Pasal 31 ayat (1] Pasal 18 ayat (1

(2) (2)

104 | Pasal 31 ayat (3)

105 | Pasal 32 Pasal 19

106 | Pasal 33 Pasal 20

107 | Pasal 34 Pasal 21

108 | Pasal 35 Pasal 22

109 | Pasal 36 ayat (1)

110 | Pasal 36 ayat (2)

111 | Pasal 37 ayat (1) Pasal 42

UU 34 /2000
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112 | Pasal 37 ayat (2) Pasal 42
UU 34 /2000

113 | Pasal 37 ayat (3) Pasal 42
UU 34 /2000

114 | Pasal 38 Pasal 9 ayat (4)

115 | Pasal 39 ayat (1) Pasal 25 ayat (1)

116 | Pasal 39 ayat (2) Pasal 25 ayat (2)

117 | Pasal 39 ayat (3)

118 | Pasal 40

119 | Pasal 41
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SUBSTANSI MATERI RAPERDA TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DI KABUPATEN KENDAL

A. Latar Belakang Penyusunan

Untuk mendorong peningkatan arus investasi di daeraintuk mendukung
terwujudnya iklim usaha yang kondusif, dan untuknomebuhkembangkan dunia usaha,
baik dunia usaha dalam skala kecil, menengah, nmabesar di Kabupaten Kendal, maka
perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanag ieinh berkualitas di bidang

penanaman modal dan dunia usaha.

Hambatan dalam pelayanan penanaman modal di Dgarahsering dikeluhkan
oleh penanam modal dan dunia usaha selama inirtisbpekrasi yang kurang efisien,
kurangnya kepastian hukum di bidang penanaman mbdata ekonomi yang kurang
bersaing, kurangnya iklim usaha yang kondusif diabg ketenagakerjaan, serta
kurangnya keamanan berusaha, secara bertahapdiaengahi. Untuk mengatasi hal itu,
Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yangipcldesar. Unktuk dapat
mengemban dan melaksanakan tanggung jawab tersBbuatgerintah Daerah perlu
melakukan terobosan dan langkah konkret. Oleh kaien untuk dapat meningkatkan
arus penanaman modal dan untuk menumbuhkembangkaia disaha di Daerah
sehingga lebih efisien dan mempunyai produktiviy@ng tinggi, maka Pemerintah
Kabupaten Kendal harus mampu meningkatkan day@ siarah dalam penarikan arus

investasi.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan Pemeridatupaten Kendal guna
mendukung peningkatan arus investasi dan pengerabahgiia usaha di Daerah adalah
dengan melakukan deregulasi di bidang penerbitaat &in Usaha Perdagangan (SIUP)
sehingga pelayanan SIUP dapat lebih efesien, saarhmudah, dan biaya yang
proporsional.

Sementara itu, dengan diberlakukannya PeraturanevidPerdagangan Republik
Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Pemanbi Surat Izin Usaha
Perdagangan, maka ketentuan Surat Izin Usaha Rewgiag sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahuwi 26ntang Ketentuan dan
Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Ufadi@lagangan, Tanda Daftar Gudang,
dan Tanda Daftar Perusahaan, sudah tidak sesugamgrerkembangan dan keadaan
sekarang sehingga perlu diatur kembali.
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Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka psembentuk Peraturan

Daerah tentang Retribusi Surat 1zin Usaha PerdagadgKabupaten Kendal.

B. Muatan M ateri

1.

Jenis SIUP terdiri dari: SIUP Kecil, SIUP Megah, dan SIUP Besar.

a. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagamgdengan modal dan
kekayaan bersilfnetto) seluruhhya sampai dengan Rp 200.000,000,00 (dua ra

juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunapaensaha.

b. SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan pgasegan dengan modal dan
kekayaan bersitl{netto) seluruhnya di atas Rp 200.000,000,00 (dua rattes ju
rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima fjatasrupiah), tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha.

c. SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagandengan modal dan
kekayaan bersil{netto) seluruhnya di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratua j

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan temjdiaus
Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan terhadap :
a. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilars&eaan;

b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentd&blaukum atau persekutuan,
yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri olpbmiliknya atau anggota
keluarga/kerabat terdekat; atau

c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagangimpjalgm atau pedagang kaki
lima.

d. Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf b dan hudapat diberikan SIUP

apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.
SIUP, diterbitkan berdasarkan tempat kedudplkesinsahaan perdagangan.

SIUP berlaku untuk melakukan usaha perdagardjaseluruh wilayah negara

Republik Indonesia.

SIUP diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggawab perusahaan perdagangan

atas nama perusahaan.
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6. SIUP dapat diberikan kepada penanam modal dakgeri dan kepada penanaman
modal asing sesuai dengan peraturan perundang-gedadi bidang penanaman

modal.
7. SIUP berlaku selama perusahaan perdagangaalar@@n kegiatan usaha.

8. Perusahaan perdagangan wajib melakukan perataiiéang setiap 5 (lima) tahun di

tempat penerbitan SIUP.
9. SIUP Kecil dengan warna putih;
10. SIUP Menengah dengan warna biru untuk;
11. SIUP Besar dengan warna kuning;
12. Struktur dan besarnya tarif retribusi diatureggai berikut:

a. Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan SHdR tidak dikenakan

biaya.

b. Setiap perusahaan pemilik SIUP yang mengajukangiesnan pendaftaran ulang,

dikenakan retribusi sebagai berikut :

1) SIUP Kecil sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribuah)pi

2) SIUP Menengah sebesar Rp 150.000,00 (seratus litah pbu rupiah);dan
3) SIUP Besar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus uipiain).

c. Perubahan dan penggantian SIUP yang hilang atak ricak dikenakan biaya

administrasi.
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BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

(1) Setiap pengusaha yang memiliki SIUP Kecil yang Reétan

(2)

(3)

pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21gy&asal 3 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasatid@hcam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendangabanyak Rp
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Setiap pengusaha yang memiliki SIUP Menengah yamgakukan
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21gy&&sal 3 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasatlidicam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendangabanyak Rp
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Setiap pengusaha yang memiliki SIUP Besar yang kukém

pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21gy&&sal 3 ayat (1),
ayat (2), ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasatlidficam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendangabanyak Rp
50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ).

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayaydt (2), dan ayat (3)

adalah pelanggaran.



